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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang 
 
 
Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala sektor maka 
semakin banyak dana yang diperlukan untuk membiayainya. Sementara itu sumber 
penerimaan dari sector minyak dan gas (migas) yang dulu menjadi andalan negara 
kita semakin menurun dan cadangannya semakin menipis sehingga mengharuskan 
pemerintah untuk mencari sumber-sumber dana yang lain. Salah satu upaya yang kini 
tengah digalakkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah dengan 
menggali dan menggerakkan segala potensi dari masyarakat berupa pajak. 
Untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak, pemerintah 
senantiasa berusaha membuat kebijaksanaan dan peraturan perpajakan yang 
diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta mampu 
mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam 
pembangunan bangsa dan Negara dalam membayar pajak. 
Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar 
dari penerimaan Negara di luar migas. Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus 
meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Untuk itu pemerintah 
mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh 
yang bersifat final (PPh-Final). Kebijaksanaan ini diharapkan mampu meningkatkan 
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kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat. 
Ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh-Final berdasarkan 
peraturan pemerintah (PP) yaitu : penghasilan atas bunga, penjualan saham di bursa, 
penghasilan atas hadiah undian, penjualan tanah dan/atau bangunan, penghasilan atas 
sewa tanah dan/atau bangunan, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan 
luar negeri, kantor perwakilan dagang asing di Indonesia, selisih penilaian kembali 
aktiva tetap, jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan jasa 
konsultan. (kecuali konsultan hukum dan pajak). PPh-Final juga berlaku untuk PPh 
pasal 21 bagi orang pribadi yang penghasilannya semata-mata hanya satu dari satu 
pemberi kerja atau pemotong PPh pasal 21 dan telah dilakukan pemotongan PPh 
pasal 21, serta PPh pasal 22 bagi penyalur/dealer/agen produk pertamina dan premix, 
penyalur/grosir tepung terigu dan gula pasir, dan penyalur/distributor rokok. 
PT. Baruga asrinusa, merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak 
kebijaksanaan PPh-Final. Sumber penghasilan yang terkena PPh-Final yaitu :  
Penghasilan dari usaha real estate/developer, yang diatur dalam PP Nomor 71 
Tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan.  
 
Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dalam operasionalnya harus memperhatikan dengan seksama faktor-faktor 
kesederhanaan, tarif, sistem pemungutan, peniadaan pengenaan pajak ganda, 
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pemerataan dalam pengenaan dan pembebanan, kepastian hukum, menutup peluang 
penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang. Serta dapat pula mendorong 
kegiatan ekonomis dan menutup praktek-praktek spekulasi tanah sehingga 
kehadirannya dapat diterima dan diakui oleh masyarakat karena saling 
menguntungkan. 
Tanah dari segi ekonomis mempunyai nilai investasi yang menguntungkan 
sekaligus memberikan kedudukan sosial yang lebih baik orang atau badan yang 
mempunyai hak atasnya. Gejala meningkatnya investasi tanah pada saat ini dan 
mendatang banyak menimbulkan pengusaha-pengusaha besar dan menengah besar 
sangat tertarik terjun ke usaha bisnis properti disebabkan beberapa hal. 
Sehubungan dengan kepesatan usaha properti atau real estate tersebut maka 
pemerintah juga mengembangkan pajak penghasilan yang baru yaitu hasil 
pengembangan pajak penghasilan yang ada yang diberi nama pajak penghasilan atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang bertujuan 
menghindari dan menekan gejala meningkatnya investasi tanah terhadap keadaan 
yang tidak menguntungkan baik segi sosial, ekonomi, maupun politis dan juga terjadi 
akumulasi penguasaan dan pemilikan tanah oleh sebagian masyarakat dengan tujuan 
spekulasi sehingga akan menyebabkan terpengaruhnya kenaikan harga sehingga 
berdampak negatif terhadap pemerataan kesejahtraan masyarakat. Sehingga 
pemerintah mengupayakan suatu pencegahan terjadinya praktek spekulasi tanah 
tersebut melalui instrumen berupa pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang akhirnya diberi suatu ketetapan 
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terhadap pajak ini yaitu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 yang diubah ke 
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1996 dan perubahan kedua nomor 79 tahun 
1999 dan diperbaharui kembali atau perubahan ketiga nomor 71 tahun 2008. Salah 
satu subyek dari peraturan tersebut adalah wajib pajak badan dalam hal mengalihkan 
pengalihan atau penjualan hak atas tanah dan/atau bangunan, berdasarkan aturan 
tersebut maka Menteri Keuangan membuat suatu Keputusan No 566/KMK/.04/1999 
tanggal 27 Desember 1999 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-
23/PJ/1996 tanggal 14 juni 1996. Dari aturan-aturan itu maka wajib pajak badan Real 
estat wajib melaksanakan ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan dari 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut : 
 
“ANALISIS PENGARUH PEMUNGUTAN PPh FINAL ATAS 
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA ASPEK 
KEUANGAN PERUSAHAAN REAL ESTATE PT. BARUGA ASRINUSA 
DEVELOPMENT.” 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 
Masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah penerapan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan pada PT Baruga Asrinusa sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan 
atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan? 
2. Bagaimana pengaruh penerapan PPh Final atas laba rugi PT Baruga 
Asrinusa? 
1.3.TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan PPh Final pada PT Baruga Asrinusa sudah 
sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2008. 
2. Untuk mengetahui pengaruh PPh Final terhadap laba rugi PT. Baruga 
Asrinusa. 
 
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan 
kegunaan bagi pihak-pihak tertentu seperti : 
1. Penulis  
Menambah pengalaman dan memperluas wawasan berfikir mengenai 
kenyataan praktek real estatet atas pengakuan pendapatan dan pajak-pajak atas 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
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2. Perusahaan yang di teliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan 
yang bermanfaat bagi pihak manajemen untuk menganalisa pelaksanaan 
ketentuan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
apakah telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2008 dan 
pengakuan pendapatan yang dipakai sekarang telah sesuai dengan pernyataan 
standar akuntansi keuangan. 
3. Pihak-pihak lain 
Hasil penelitian ini yang akan diadakan diharapkan dapat memberikan 
masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain untuk menambah 
pengetahuan sebagai dasar acuan bagi penelitian selanjutnya. 
1.4.SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari tiga bab, dimana pokok pembahasan 
setiap bab adalah sebagai berikut : 
BAB I.  PENDAHULUAN  
Dalam bab ini, disajikan latar belakang permasalahan yang mendasari 
penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
serta sistematika pembahasan. 
BAB II.  KERANGKA TEORITIS 
 Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pengertian PPh-final dan jenis 
penghasilan yang dikenakan PPh-final secara umum, konsep pendapatan dan 
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beban, metode pengakuan pendapatan kontrak pembangunan jangka panjang 
dan alokasi biaya bersama. Selain itu akan diuraikan pengertian penghasilan 
dan biaya serta perhitungan PPh terutang menurut UU PPh. Akan di uraikan 
peraturan perpajakan yang menjadi landasan pengenaan PPh tidak final dan 
PPh-final pada perusahaan yaitu : pasal 23 UU PPh, PP nomor 71 tahun 2008. 
BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode 
penelitian, defenisi operasional variable, teknik pengumpulan data, dan 
metode analisis.  
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan analisis data yang merupakan usaha untuk mencapai 
tujuan penelitian. Bab ini terdiri dari deskripsi obyek penelitian serta analisis 
dan pembahasan. Deskripsi penelitian mencakup sejarah perusahaan, 
gambaran perusahaan real estate saat ini, serta kinerja perusahaan real estate. 
Sedangkan dalam analisis dan pembahasan, penulis membahas penerapan 
PPh-Final, perhitungan PPh yang harus dibayar oleh perusahaan tahun 2008 
jika diterapkan sistem PPh-Final dan dilanjutkan dengan analisis 
perbandingan penerapan perhitungan PPh tidak final dengan PPh-Final. Pada 
akhir bab ini akan dibahas pengaruh penerapan PPh-Final pada PPh terhadap 
laba rugi PT. Baruga Asrinusa baik dilihat dari aspek positif maupun aspek 
negatifnya. 
 
19 
 
 
BAB V. PENUTUP 
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam 
bab V akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan 
masalah-masalah yang dibahas. 
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BAB II 
LANDASAN TEORITIS 
2.1.Pengertian dan Jenis-Jenis Pajak 
Dengan adanya sistem perpajakan yang baru, yang berlandaskan sistem self 
assessment yaitu sistem yang memberi kepercayaan kepada anggota masyarakat 
untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. 
Dengan demikian setiap warga Negara sebagai anggota masyarakat dituntut untuk 
mengetahui dan mengerti terhadap semua permasalahan yang berhubungan dengan 
pajak, baik mengenai defenisi pajak, azas-azasnya, jenis-jenis pajaknya maupun tata 
cara perpajakan yang berlaku di negaranya. 
Pengertian Pajak 
  Berbagai pengertian dan defenisi pajak telah di kemukakan secara 
berbeda-beda oleh para ahli dalam bidang perpajakan, namun pada dasarnya 
pengertian dan defenisi tersebut memiliki inti yang sama. 
 Menurut Djajadiningrat ( 1965 : 7 )dikutip pada buku mardiasmo defenisi 
pajak sebagai berikut : 
Dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksaan, tetapi 
tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memilihara kesejahtraan 
umum. 
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 Selanjutnya Soemitro ( 1977 : 22 )dikutip pada buku perpajakan, memberikan 
defenisi mengenai pajak sebagai berikut : 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara ( peralihan kekayaan dari sektor 
partikelir ke sektor pemerintah ) berdasaran undang-undang ( dapat dipaksakan ) 
dengan tiada mendapat jasa timbal balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 
 Dari defenisi-defenisi tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan 
mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut : 
1. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan atau dengan kekuatan 
undang-undang serta aturan pelaksanaan. 
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya balas jasa secara 
individu atau perorangan oleh pemerintah. 
3. Pajak diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, sehingga 
tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan 
Negara. 
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. 
Berdasaran defenisi-defenisi pajak yang telah diberikan oleh para ahli dalam 
bidang pajak tersebut. Seakan-akan memberi kesan bahwa pajak yang dipungut oleh 
pemerintah hanya mempunyai fungsi “Budgetair” ; yaitu pajak-pajak yang telah 
dipungut oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
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rutin pemerintah dan apabila setelah pembiayaan tersebut masih ada jasa, maka 
surplus tersebut akan digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (public 
investment). Namun sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lain yaitu untuk 
mengatur, dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur 
atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan social. 
Dengan fungsi mengaturnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lebih 
baik banyak ditujukan terhadap sektor swasta. 
Pembagian Jenis-Jenis Pajak 
Perbedaan jenis pajak yang dibagi dalam golongan-golongan dapat didasarkan 
atas sifat-sifat tertentu yang ada dalam masing-masing pajak ataupun atas ciri-ciri 
tertentu yang ada dalam masing-masing pajak ataupun atas cirri-ciri tertentu pada 
setiap pajak. Ciri-ciri tertentu bersamaan dari setiap dimasukan dalam satu golongan 
sehingga terjadilah pembagian pajak dalam : 
1. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. 
2. Pajak pusat (Negara) dan pajak daerah. 
3. Pajak subyektif dan pajak obyektif. 
 
1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung 
Dalam arti kata ekonomis, pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus 
dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan 
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kepada orang lain. Sedangkan dalam arti kata administrative pajak-pajak ini 
dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu. Contoh dari pajak ini adalah Pajak 
Penghasilan 25, Pajak Bumi dan Bagunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan 
lain-lain. 
Sebaliknya yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang 
tidak dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu dan pada akhirnya dapat 
dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya dari pajak ini adalah Pajak Pertambahan 
Nilai atas Barang dan Jasa. 
2. Pajak Pusat (Negara) dan Pajak Daerah 
Pajak pusat (Negara) yaitu pajak-pajak yang wewenang pemungutannya ada 
ditangan pemerintah pusat, di mana dari hasil pemungutannya tersebut akan 
digunakan untuk kepentingan pembiayaan Negara pada umumnya. Yang termasuk 
dalam Pajak Pusat (Negara) ini adalah Pajak Penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai 
atas Barang dan Jasa. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. 
3. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif 
Pajak subyektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal kepada diri 
orangnya, dimana keadaan diri wajib pajak yang bersangkutan dapat mempengaruhi 
besar kecilnya pajak yang harus dibayar. 
Contoh keadaan status perkawinan dari Wajib Pajak yang telah kawin atau 
belum dan jumlah anak yang menjadi tanggungannya akan mempengaruhi besar 
kecilnya pajak yang harus dibayar 
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Sedangkan Pajak Obyektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal 
pada obyeknya, di mana pajak-pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan-
perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau yang akan terjadi dalam wilayah Negara 
dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya ataupun sifat subyeknya. Contoh 
dari pajak ini adalah cukai rokok, undian-undian berhadiah, dan lain-lain. 
2.2.Pengertian Pajak Penghasilan dan Pajak PPh Final  
Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, obyek pajak penghasilan diartikan 
secara luas sekali oleh Lesmana (1989 : 12) Dalam UU Perpajakan yaitu: 
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai 
untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan 
dengan nama dan bentuk apapun. 
Jadi pengertian penghasilan tidak terikat pada ada atau tidak adanya sumber 
penghasilan dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib 
pajak yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi : 
- Penghasilan dari pekerjaan yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan 
pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, akutuaris 
(ahli matematika, asuransi jiwa), pengacara dan sebagainya. 
- Penghasilan dari kegiatan usaha yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan. 
- Penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak, 
seperti bunga, deviden, royality maupun penghasilan dari modal berupa 
harta tak bergerak, sewa rumah, dan sebagainya, juga termasuk dalam 
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kelompok penghasilan dari harta yang dierjakan sendiri, misalnya 
penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebidang tanah, keuntungan 
penjualan harta atau hak yang tidak dipakai dalam melakukan kegiatan 
usaha. 
- Penghasilan lain-lain, seperti menang lotere, pembebasan hutang dan lain-
lain penghasilan yang tidak termasuk kelompok lain. 
Dalam undang-undang Pajak Penghasilan diuraikan contoh-contoh penghasilan 
yang termasuk dalam defenisi penghasilan tanpa meninggalkan pengertian “dengan 
nama apapun dan dalam bentuk apapun”. Dengan demikian berarti pengertian 
penghasilan yang dimaksud dalam pajak penghasilan tidak terbatas dari apa yang 
disebutkan diatas, tetapi juga meliputi semua macam penghasilan dengan nama dan 
dalam bentuk apapun. 
 
Mungkin saja, dengan demikian majunya teknologi business, maka nama dan 
bentuk suatu penghasilan akan menjadi lain, sehingga tidak tercakup seperti apa yang 
disebutkan diatas, maka dari itu tidak berarti bahwa nama dan bentuk penghasilan 
tersebut menjadi bukan objek pajak penghasilan. Dengan adanya pengertian “dengan 
nama dan dalam bentuk apapun”, penghasilan itu tetap menjadi obyek dari pajak 
penghasilan. 
Pajak Penghasilan Final (PPh-Final) 
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 Semaraknya pemungutan pajak yang bersifat final mulai digulirkan 
Pemerintah pada tahun 1995. Meskipun menyimpang dari tarif progresif, 
kebijaksanaan ini diperkenankan karena mengacu pada pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 
tahun 2008, selanjutnya disebut UU PPh, yang berbunyi : “Atas penghasilan berupa 
bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan 
sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah 
dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah (Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 
2008, Lembaran Negara Nomor 60, Pasal 4). Pasal ini memberikan kesempatan 
kepada pemerintah untuk mengatur sifat pengenaan, tarif serta tata cara 
pemotongan/pemungutan dan pembayaran PPh atas penghasilan tertentu dalam 
Peraturan Pemerintah, selanjutnya disebut PP. 
 
 Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari Pasal 4 ayat (2) ini sebagaimana 
tercantum dalam penjelasan UU PPh adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan 
pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak serta menyesuaikan diri 
dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Pengenaan PPh dalam ketentuan ini 
dapat bersifat final dengan pertimbangan kemudahan dalam pengenaan dan agar tidak 
menambah beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. 
 Pasal 17 ayat (7) UU PPh juga memberikan kewenangan bagi pemerintah 
untuk menetapkan tarif tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
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pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi yaitu 30% (tiga puluh 
persen) dengan PP. 
 Pengertian PPh yang bersifat final (selanjutnya disingkat PPh=Final) dilihat 
dari yang memperoleh penghasilan, yaitu tidak perlu melaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan atas penghasilan yang telah 
dikenakan PPH-Final. Dengan sistem ini penghasilan yang dikenakan PPh-Final tidak 
perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan PPh Badan terutang. 
Oleh karena itu, Wajib Pajak tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah 
dipotong/disetor atas penghasilan yang dikenakan PPh-Final dengan PPh terutang 
menurut SPT PPh Badan. 
 Sampai dengan akhir tahun 1997, ada beberapa jenis penghasilan yang 
dipungut PPh-Final yaitu : 
1. Penghasilan dari transaksi penjumlahan saham di bursa efek. 
2. Penghasilan atas undian. 
3. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
4. Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI). 
5. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau 
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya. 
6. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. 
7. Penghasilan atas bunga dari obligasi yang dijual di bursa efek. 
8. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan. 
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9. Penghasilan yang diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri. 
10. Penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam negeri. 
11. Penghasilan yang diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar 
negeri. 
12. Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwailan 
dagang di Indonesia. 
13. Penghasilan dari selisih penilaian kembali aktiva tetap. 
14. Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan daerah 
bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, dan para 
pensiunan. 
PPh-Final juga berlaku untuk PPh Pasal 21 bagi orang pribadi yang 
penghasilannya semata-mata hanya dari satu pemberi kerja atau pemotongan PPh 
Pasal 21, serta PPh Pasal 22 bagi penyalut/dealer/agen produk Pertamina dan Premix, 
penyalur/grosir tepung terigu dan gula pasir, dan penyalur/distributor rokok. 
 Pada bagian selanjutnya dari Bab II bab pembahasan (Bab IV) hanya akan 
dikupas dibahas secara ringkas PPh-Final dan peraturan-peraturan perpajakan yang 
menjadi landasan, yang secara signifikan berpengaruh terhadap penghasilan PT. 
Baruga Asrinusa, yaitu : PP Nomor 71 Tahun 2008. 
2.3.Pengertian dan Sejarah Terjadinya Pajak Penghasilan Atas Penghasilan   
      Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 
2.3.1.Pengertian Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak  
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         atas Tanah dan/atau Bangunan 
Banyak yang beranggapan, bahwa Pajak Penghasilan atas Tanah dan/atau 
Bangunan, adalah sebagai Ordonansi Bea Balik Nama atas Pemindahan Harta Tetap 
yang sudah dikenal sejak jaman Kolonial Belanda. Anggapan demikian adalah keliru 
karena Ordonansi Bea Balik Nama Stb 1924 no. 291 belum dicabut. Disamping itu 
Pajak Penghasilan atas Tanah dan/atau Bangunan (PP27/1996 jo PP 71/2008) 
mempunyai karakteristik yang berbeda sama dengan Bea Balik Nama atas 
Pemindahan Harta Tetap. Pajak Penghasilan atas Tanah dan/atau Bangunan aturannya 
mengacu pada Pajak Penghasilan (PPh). 
 
Namun karena Pajak Penghasilan atas Tanah obyek pajaknya adalah tanah, 
maka sistem Bea Balik Nama atas Pemindahan Harta Tetap, dijadikan sebagai bahan 
telaah. Hal ini dimaksudkan agar nanti bila “Revisi Pemungutan Bea Balik Nama atas 
Pemindahan Harta Tetap” diungkapkan, kedua undang-undang tersebut tidak saling 
berbenturan dan tumpang tindih. 
Menurut Nasucha (1994 : 131) adalah sebagai berikut : 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 
bangunan adalah bukan merupakan pajak baru, melainkan suatu pungutan yang pada 
dasarnya merupaan pengembangan Pajak Penghasilan (PPh) sehingga tidak akan 
menimbulkan keresahan pada masyarakat, lebih-lebih sejauh ini umumnya pihak 
yang memperoleh tanah termasuk golongan yang mampu. 
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 Dalam Bukunya Chaizi Nasucha pengenaan Pajak Penghasilan atas 
penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan menurut Sudjawardi 
1993 (1994 : 18) adalah sebagai berikut : 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau 
Bangunan adalah sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak, karena 
dengan memperoleh dan mempunyai hak atas tanah, seseorang memiliki hak dan 
kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanah. 
 Hal ini menyatakan bahwa dengan tanah maupun bangunan dapat 
memberikan hasil kepada orang atau badan yang memiliki hak atasnya baik berupa 
uang, peningkatan nilai, atau berupa kenikmatan pemakaian atas penggunaannya. 
 
2.3.2.Sejarah Timbulnya Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
Dari segi filosofis, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat 
penting artinya bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran serta masyarakat dan disisi 
lain penerimaan pajak harus dikelola dengan baik dan benar. 
Tanah dari segi ekonomis mempunyai nilai investasi yang menguntungkan 
sekaligus memberikan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau 
badan yang mempunyai hak atasnya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila mereka 
diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada Negara 
melalui pajak. Gejala meningkatnya investasi tanah pada saat ini dan mendatang 
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dapat memicu keadaan yang tidak menguntungkan baik dari segi sosial, ekonomi, 
maupun politis. Lebih-lebih bila terjadi akumulasi penguasaan dan pemilikan tanah 
oleh sebagian masyarakat untuk tujuan spekulasi tanah. Hal ini terbukti sesuai dengan 
pengamatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Evers (1986), bahwa spekulasi tanah 
di pusat-pusat metropolitan Asia memang telah meningkat sedemikian rupa sehingga 
harga tanah di kota lebih tinggi di Negara yang sedang berkembang ketimbang di 
Negara-negara maju. Perkembangan ini bila terus dibiarkan akan berdampak negative 
terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu diupayakan 
pencegahan terjadinya praktek Spekulasi tanah tersebut melalui instrument berupa 
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan.  
Dengan dasar inilah maka Pemerintah mengeluarkan Pajak penghasilan atas 
penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 jo. Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008. 
 
2.4.Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah  
      Dan/Atau Banguna Ditinjau Dari Segi Objek Pajak, Subjek Pajak Dan  
      Tarif Pajak 
2.4.1.Objek Pajak 
Objek pajak menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1996 jo 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2008 dan peraturan terkait adalah  
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Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan dengan cara : 
1. Penjualan, tukar menukar termasuk ruislag, perjanjian pemindahan hak, 
penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah 
pihak yang bukan pemerintah. 
2. Penjualan, tukar menuar atau ruislag, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 
hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara yang disepakati oleh kedua belah 
pihak yang bersangkutan. Dalam pengalihan hak dengan cara lain termasuk 
Pengalihan Hak sehubungan dengan : 
- Warisan; 
- Sewa Guna usaha dengan opsi; 
- Sale and Lease Back; 
- Penyetoran Modal Saham dalam bentuk tanah dan/atau bangunan; 
- Pengalihan hak sehubungan dengan bangunan guna searah; 
- Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan 
usaha; 
- Pembubaran badan hukum; 
- Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang kuat; 
3. Penjualan, tukar-menukar termasuk ruislag, pelepasan hak, penyerahan hak, 
atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu pembebasan 
tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan 
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air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, 
pelabuhan laut, Bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul 
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas TNI. 
2.4.2. Pengalihan Objek Pajak Yang Tidak Terutang Pajak Penghasilan 
Pengalihan objek Pajak yang tidak terhutang atau dikecualikan pengenaan Pajak 
Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1996 jo. Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2008 adalah : 
1. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh hak Wajib Pajak Orang 
Pribadi kepada : 
a. Pihak bukan pemerintah; dan/atau 
b. Pihak pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum tidak memerlukan persyaratan khusus misalnya untuk 
pembangunan sekolah, rumah sakit atau kantor pemerintah. 
Dengan ketentuan 
a. Jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah); 
b. Bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; dan 
c. Penghasilan lainnya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) 
2. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak Badan dan 
Wajib Pajak Orang Pribadi : 
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a. Kepada Pemerintah, dan 
b. Dengan pembayaran ganti rugi, dan  
c. Yang akan digunakan untuk kepentingan umum, dan  
d. Yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu jalan umum, saluran 
pembuangan air, waduk, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan laut, 
Bandar udara dan fasilitas keselamatan umum seperti tanggul 
penanggulangan banjir, lahar dan bencana lainnya, secara fasilitas 
TNI. Lokasi pembangunan sarana kepentingan umum tersebut 
memerlukan persyaratan khusus misalnya untuk pelabuhan laut 
diperlukan tanah tertentu untuk memenuhi persyaratan sebagai 
pelabuhan seperti kedalaman laut, arus laut, pendangkalan dan 
sebagainya. 
3. Pengalihan tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib 
Pajak Orang Pribadi dengan cara : 
a. Hibah atau 
b. Wakaf 
Dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Diberikan kepada orang pribadi yaitu keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat. 
b) Diberikan kepada badan yaitu : 
 Badan keagamaan atau 
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 Badan pendidikan atau 
 Badan sosial atau 
 Pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 
menteri keuangan. 
Dengan syarat : 
- Tidak ada hubungan dengan usaha, atau 
- Tidak ada hubungan dengan pekerjaan, atau 
- Tida ada hubungan dengan kepemilikan, atau 
- Tidak ada hubungan dengan penguasaan antara pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
4. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan 
penerimaan warisan. 
5. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan setoran 
pengganti saham atau pengganti penyertaan modal kepada Wajib Pajak 
Badan kecuali bentuk usaha tetap. 
6. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara Bangun Guna 
Serah (Built Operate Transfer) apabila pemegang hak atas tanah adalah 
badan pemerintah. 
7. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan 
penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha tidak terutang pajak 
penghasilan, sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri 
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Keuangan Nomor 75/PMK. 03/2005 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK. 03/2008. 
8. Tanah dan/atau banguna milik pemerintah. 
Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan milik 
pemerintah Pusat/Daerah dengan cara lelang tidak dikenakan pajak 
penghasilan. 
2.4.3.Subjek Pajak 
Subjek pajak menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1996 jo 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2008 adalah : 
1. Orang Pribadi atau Badan, dalam hal : 
a. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada pihak 
selain pemerintah. 
b. Pengalihan tersebut tidak dengan cara pelelangan. 
2. Pemungutan Pajak, yaitu : 
- Bendaharawan. 
- Pejabat yang melakukan pembayaran. 
- Pejabat yang menyetujui tukar-menukar. 
- Pejabat lelang (Kepala Kantor Lelang Negara). 
Dalam hal : 
a. Pengalihan kepada pemerintah yang tidak memerlukan persyaratan 
khusus. 
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b. Pengalihan dengan cara pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. 
2.4.4. Tarif Pajak Penghasilan 
Tarif Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 71 tahun 2008 dan peraturan terkait adalah : 
1. Tarif Pajak yang bersifat Final 
Tarif pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
bersifat final adalah : 
1. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto dari pengalihan. 
Tarif ini dikenakan kepada : 
a. Orang pribadi. 
b. Yayasan atau organisasi sejenis. 
c. Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam kegiatan usaha 
pokok. 
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan. 
Tarif ini dikenakan kepada : 
a. Pengalihan hak atas rumah sederhana. 
b. Pengalihan hak atas rumah  sangat sederhana, dan 
c. Pengalihan hak atas rumah susun sederhana. 
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Sepanjang nilai penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau 
banguna tersebut tidak lebih dari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah). 
2. Tarif Pajak yang bersifat Tidak Final 
Tarif Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 
bersifat tidak final adalah  sebesar 5% (lima persen) dan dikenakan kepada : 
a. Wajib Pajak Badan selain Wajib Pajak Badan Real Estate 
b. Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Wajib Pajak Real 
Estate) apabila dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan diluar kegiatan usaha pokok. 
2.5.Ketentuan Peralihan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari  
      Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan 
2.5.1.Pengalihan Hak atas Tanah Dan/atau Bangunan Sebelum 1 Januari   
         2009 
1. Belum melaporkan penghasilan tersebut dalam surat pemberitahuan 
tahunan pajak penghasilan 
a. Wajib pajak orang pribadi 
Wajib membayar pajak penghasilan yang terutang : 
1) Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan. 
2) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan 
bagi yang telah membayar Pajak Penghasilan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 5 Tahun 2008. 
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Pajak penghasilan tersebut diatas bersifat final dan wajib disetor 
sendiri paling lambat tanggal 31 Desember 2009. 
b. Wajib Pajak Badan 
1) Wajib membayar pajak penghasilan yang terutang sebesar 5% 
(lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan pajak 
penghasilan tersebut diatas bersifat tidak final. 
2) Tidak wajib membayar pajak penghasilan bagi yang telah 
membayar pajak penghasilan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 5 Tahun 2008. 
2. Sudah melaporkan Penghasilan tersebut dalam surat pemberitahuan 
tahunan pajak penghasilan. 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi 
Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 
Januari 2009 seharusnya dilaporkan dalam surat pemberitahuan 
tahunan pajak penghasilan tahun 2008 atau sebelumnya dan Pajak 
Penghasilan yang terutang sebelum dilunasi. Dengan demikian tidak 
perlu melunasi Pajak Penghasilan atau tanah sebesar 5%. 
b. Wajib Pajak Badan 
Apabila penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang bersangkutan 
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dan pajak penghasilannya (pasal 29) tersebut menggantikan kewajiban 
bayar pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan/atau bangunan. 
2.5.2.Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan setelah 1 Januari  
         2009 
1. Wajib Pajak Orang Pribadi 
a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pengalihan hak dengan 
pengalihan lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 wajib menyetor PPh sebesar 
5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan. Pajak pengalihan 
tersebut diatas bersifat final dan wajib disetor sendiri paling lambat 
tanggal 31 Desember 2009. 
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya PTKP dan 
melakukan pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan terhitung 
mulai tanggal 1 Januari 2008, terutang Pajak Penghasilan sebesar 5% 
(lima persen) dari jumlah bruto  nilai pengalihan. Pajak penghasilan 
tersebut diatas bersifat final dan wajib disetor sendiri paling lambat 
tanggal 31 Desember 2009. 
2. Wajib Pajak Yayasan atau Organisasi sejenis 
a. Yayasan atau organisasi yang sejenis yang melakukan pengalihan hak 
atau atas tanah dan/atau bangunan terhitung mulai tanggal 1 Januari 
2008, terutang pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah 
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bruto nilai pengalihan. Pajak penghasilan tersebut diatas bersifat final 
dan wajib disetor sendiri paling lambat tanggal 31 Desember 2009. 
b. Dalam Hal yayasan atau organisasi yang sejenis melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam tahun 2008 dan 
telah melaporkan dalam SPT tahunan PPh tahun2008, maka yayasan 
atau organisasi sejenis tersebut dapat membetulkan PPT tahunan PPh 
tahun 2008. 
c. Wajib Pajak Badan Real Estate 
Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, apabila melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam kegiatan usaha 
pokoknya mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai saat Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 berlaku (tanggal 1 januari 2009) 
terutang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan tersebut diatas bersifat 
final dan wajib disetor sendiri paling lambat tanggal 31 Desember 
2009. 
2.5.3.Sanksi Di Masa Pengalihan 
Kewajiban Pelunasan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas tanah 
dan/atau bangunan untuk masa peralihan wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 
Desember 2009. Apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi sebagai berikut  
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a. Pajak terutang dihitung dengan menggunakan tarif umum pajak 
penghasilaln yaitu : 
1. Tarif 10% untuk nilai pengalihan lapisan sampai dengan Rp. 
25.000.000.00 
2. Tarif 15% untuk nilai pengalihan lapisan antara Rp. 25.000.000.00 
sampai dengan Rp. 50.000.000.00 
3. Tarif 30% untuk mulai pengalihan lapisan diatas Rp. 50.000.000.00 
b. Ditambah sanksi keterlambatan setor sebesar 2% (dua persen) per bulan 
dihitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan bulan dilakukannya 
pembayaran. 
2.5.Ketentuan Umum 
Beberapa ketentuan umum menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 
1996 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2008 dan peraturan terkait 
adalah : 
1) Pajak penghasilan yang bersifat final berarti pajak penghasilan tersebut 
tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan 
Tahunan. 
2) Wajib Pajak badan usaha yang pokoknya melakukan transaksi penjualan 
atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Wajib Pajak Badan 
Real Estate) adalah Wajib Pajak badan yang melakukan transaksi 
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penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai 
barang dagangan, termasuk : 
a) Pengembang kawasan perumahan. 
b) Pengembang kawasan pertokoan. 
c) Pengembang kawasan industri. 
d) Pengembang kondominium. 
e) Pengembang apartemen. 
f) Pengembangan rumah susun. 
g) Dan pengembang kawasan gedung pertokoan. 
3) Rumah susun sederhana adalah rumah tidak susun dengan luas lantai 
bangunan tidak lebih dari 36 m2, yang dibangun diatas tanah kaveling 
tidak lebih dari 54m2, sepanjang nilai penjualan atau pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan tersebut tidak lebih dari Rp. 30.000.000.00 (tiga 
puluh juta). 
4) Rumah susun sederhana adalah rumah dengan luas lantai bangunan tidak 
lebih dari 36m2, didalam suatu rumah susun; sepanjang nilai penjualan 
atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak lebih dari 
Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah). 
5) Rumah Sederhana adalah rumah tidak susun dengan luas lantai bangunan 
tidak lebih dari 70m2, yang dibangun diatas tanah dengan luas kaveling 
lebih dari 54m2, sampai dengan 200m2, sepanjang nilai penjualan atau 
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pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak lebih dari Rp. 
30.000.000.00 (tiga puluh juta). 
6) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan perjanjian, 
kesepakatan atau risalah lelang adalah : 
a) Notaris; 
b) Pejabat Pembuat Akta Tanah; 
c) Camat; 
d) Pejabat Lelang; 
e) Atau Pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
7) Anggota keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus satu derajat 
adalah orang tua dan anak kandung. 
8) Angsuran pembelian tanah dan/atau bangunan termasuk uang muka, 
bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh 
pembeli, sehubungan dengan penjualan atau pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan. 
9) Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer) adalah bentuk 
perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah 
memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama 
masa perjanjian bangunan guna serah (BOT), dan pengalihan kepemilikan 
bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna 
serah berakhir. 
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10) Penggabungan adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih 
dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan 
melikuidasi badan usaha lainnya yang bergabung. 
11) Peleburan adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan 
cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan yang 
bergabung. 
12) Pemekaran usaha adalah pemisahan satu badan usaha menjadi dua badan 
usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan 
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha yang baru 
tersebut tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. 
13) Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan 
akta pengalihan hak dengan nilai jual objek pajak tanah dan/atau untuk 
bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, 
kecuali : 
a. Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan 
keputusan pejabat yang bersangkutan; 
b. Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Stb.1908 
Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah 
tersebut. 
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14) Nilai Jual Obyek Pajak adalah Nilai jual obyek Pajak menurut Surat 
Pemberitahuan Tahunan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang 
bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut Surat 
Pemberitahuan Pajak terutang tahun Pajak sebelumnya. 
2.7.Konsep Pendapatan dan Beban serta Metode Pengakuan Kontrak   
      Pembangunan Jangka Panjang 
2.7.1.Konsep Pendapatan dan Beban 
Pada dasarnya informasi keuangan yang terdapat dalam perhitungan laba rugi 
mewajibkan pendapatan yang diperoleh, beban yang ditanggung dan hasil usaha 
dalam suatu periode yang berakhir pada tanggal neraca. Penghasilan bersih (laba) 
seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja dan sebagai dasar perhitungan pajak. 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan penghasilan dalam Kerangka 
Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai “… kenaikan manfaat 
ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan dan penambahan 
aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak 
berasal dari kontribusi penanaman modal (IAI, Paragraf 70).” 
Menurut IAI, pendapatan (revenue) merupakan bagian dari penghasilan yang 
dibedakan dari keuntungan (gains). Pendapatan timbul dari pelaksanaan aktivitas 
perusahaan yang biasa. Sedangkan keuntungan mungkin timbul atau mungkin tidak 
timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. 
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Accounting Principle Board (APB) dalam APB Statement Nomor 4 
mendefinisikan pendapatan sebagai berikut : “Revenue-gross increase in asset or 
gross decrease in liabilities recognized and measured in conformity with generally 
accepted accounting principle that results from those types of profit directed activities 
of an enterprises that can change owner’s equity (1990 : 83).”  
Defenisi yang senada dengan definisi APB Statement Nomor 4 dikemukakan 
oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
Nomor 23, yaitu : “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu 
mengakibatkan kenaikan, ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal 
(IAI, Paragraf 6).” 
Menurut defenisi ini pendapatan akan diakui bila besar kemungkinan manfaat 
ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan, dan manfaat ini dapat diukur 
dengan andal. 
Sedangkan definisi beban (expenses) yang dikemukakan oleh IAI dalam 
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah : “ 
…penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus 
keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan 
penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (IAI, 
Paragraf 24).” 
Pengertian beban menurut IAI meliputi beban (expenses) yang timbul dalam 
pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa maupun merugikan (loss) termasuk 
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kerugian yang belum terealisasi, yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari 
aktivitas perusahaan yang biasa. 
Pendapatan dan beban sehubungan dengan sesuatu transaksi atau peristiwa 
tertentu diakui secara bersamaan. Pengakuan beban harus dikaitkan/ditandingkan 
dengan penghasilan yang dikenal dengan konsep matching cost against revenue. 
2.7.2.Metode Pengakuan Pendapatan Kontrak Pembangunan Jangka  
          Panjang 
Masalah pengakuan pendapatan dan beban selalu mengacu pada kapan saat 
transaksi dibukukan. Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan 
saat pengakuan pendapatan dan keuntungan, yaitu realisasi dan proses perolehan 
pendapatan. Dalam statement of financial accounting conceps yang dikeluarkan oleh 
financial accounting standards boards (FASB) dinyatakan “revenue and gains are 
generally recognized when : 1.) they realized or realizable and 2.) they have been 
earned through substansial completion of the activities involved in the earning 
process (smith and Skousen, 1995 : 112).” 
FASB mensyaratkan dua criteria yang lazim digunakan untuk mengakui 
pendapatan dan keuntungan yaitu bila : 
a. Direalisasi atau dapat direalisasi, dan 
b. Telah diperoleh melalui penyelesaian sebagian besar aktivitas penting 
yang harus dilakukan dalam proses perolehan pendapatan. 
Kedua kriteria ini biasanya terpenuhi pada saat penjualan (point of sale) yang 
umumnya terjadi saat barang atau jasa diserahkan kepada konsumen. 
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Pada industri terntentu seperti kontruksi atau real estate, aturan pengakuan saat 
penjualan mengakibatkan variasi dalam pengakuan pendapatan. Pada industri ini 
pendapatan dapat diakui sebelum penyerahan barang atau penyelesaian suatu kontrak 
jasa apabila jangka waktu pembuatan barang atau penyelesaian kontak jasa lebih dari 
satu periode akuntansi. Jika diakui pada saat penyerahan atau penyelesaian kontrak 
maka perhitungan laba rugi tidak mencerminkan kinerja berkala perusahaan secara 
wajar. 
Persoalan utamadalam akuntansi kontrak pembangunan jangka panjang adalah 
alokasi pendapatan dan biaya kontrak pada periode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 
Pengalokasian pendapatan dan biaya dapat dilakukan dengan dua metode sebagai 
berikut : 
a.Metode Persentase Penyelesaian 
Dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan dan biaya diakui secara 
proporsional, sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Ada dua cara untuk 
menghitung pendapatan berdasarkan metode persentase penyelesaian, yaitu : 
1. Rasio biaya-biaya yang telah menjadi beban sampai akhir periode 
dengan taksiran biaya seluruhnya untuk menyelesaikan kontrak, dan 
2. Persentase penyelesaian pekerjaan berdasarkan perhitungan teknis 
yang dilakukan oleh insinyur/arsitek. 
Construction contractor committee of the accounting standards, dari AICPA 
dalam statement of position 81-1. Accounting for performance of construction type 
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and certain production – type contract, mengidentifikasikan beberapa kondisi yang 
harus dipenuhi apabila digunakan metode persentase penyelesaian, yaitu : 
a. Dependable estimates can be made of the extent of progress towards 
completion, contract revenues and contract cost. 
b. The contract clearly species the enforceable right regarding goods or 
services to be provided and received by the parties, the consideration 
to be exchanged and the manner and terms of settlement. 
c. The buyer can be expected to satisfy obligations under the contract. 
d. The contractor can be expected to perform the contractual obligation. 
Pernyataan ini pada intinya menegaskan bahwa syarat digunakannya metode 
persentase penyelesaian adalah adanya estimasi yang andal mengenai kemajuan 
pendapatan dan beban dalam penyelesaian pekerjaan, adanya kontrak yang jelas, serta 
konsumen dan kontraktor diharapkan dapat menyelesaikan kewajibannya menurut 
kontrak. 
 IAI dalam PSAK Nomor 34 menyatakan bahwa bila hasil kontrak kontruksi 
dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan dan beban diakui dengan 
menggunakan persentase penyelesaian. 
b.Metode Kontrak Selesai 
Dalam metode ini pendapatan dan laba diakui hanya pada saat pekerjaan telah 
selesai. Laba yang diakui adalah sebesar nilai kontrak dikurangi beban. Pada saat 
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pembangunan dikerjakan belum ada pendapatan yang dicatat, meski pembayaran 
termin telah diterima. 
Jika pada suatu periode estimasi mengenai total biaya kontrak melebihi nilai 
kontrak, maka kerugian harus diakui pada periode tersebut. 
Metode kontrak selesai digunakan apabila : 
1. Perusahaan mengerjakan kontrak-kontrak jangka pendek. 
2. Kriteria untuk menggunakan metode persentase penyelesaian sebagaimana 
disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi. 
3. Adanya ketidakpastian dan resiko yang cukup berarti, yang melekat pada 
kontrak diluar bisnis yang normal.  Ketidakpastian dan resiko ini 
menyebabkan estimasi pendapatan dan beban dalam penyelesaian pekerjaan 
tidak dapat diandalkan. 
Dengan metode ini penghasilan didasarkan pada biaya yang benar-benar telah 
menjadi beban, tidak didasarkan pada estimasi-estimasi. 
Kelemahan menggunakan metode ini adalah pendapatan tidak mencerminkan 
pendapatan perusahaan secara berkala (pendapatan setiap periode akuntansi). Dalam 
periode pelaksanaan konstruksi, tidak ada pendapatan yang diakui sehingga laba 
menjadi lebih rendah (understated), sedangkan pada saat konstruksi selesai, 
pendapatan diakui lebih besar (overstated). 
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2.7.3. Alokasi Biaya Bersama 
Alokasi biaya merupakan suatu masalah yang biasanya timbul dan tidak dapat 
dielakkan di hampir semua organisasi/perusahaan. Defenisi alokasi biaya (cost 
allocation) menurut Charles T. Horngren adalah “…assigning indirect cost to the 
chosen cost object (Horngren, 1996 : 472).” 
Untuk mengambil keputusan mengenai alokasi biaya, langkah pertama yang 
harus diambil oleh pengambil keputusan adalah memilih tujuan yang ingin dicapai 
atas alokasi biaya tersebut, baru kemudian memilih dan menentukan criteria yang 
pantas untuk menerapkan alokasi. 
Charles T. Horngren (Horngren, 1996 : 472). menguraikan empat tujuan 
alokasi biaya secara garis besar, yaitu : 
1. To provide information for economic decisions. 
2. To motivate managers and employees. 
3. To justify cost or compute reimbursement. 
4. To measure income and assets for reporting to external parties. 
Ada empat kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan 
keputusan mengenai alokasi biaya, yaitu : 
1. Sebab-akibat, yaitu dengan mengidentifikasi variable yang menyebabkan 
sumber daya digunakan. Misalnya : jam kerja. 
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2. Manfaat yang diperoleh, yaitu dengan mengidentifikasikan penerima 
manfaat. Biaya dialokasikan di antara penerima manfaat secara 
proporsional dengan manfaat yang diterimanya. 
3. Kewajaran atau Keadilan  
4. Kewajiban menanggung, yaitu dengan mengalokasikan biaya secara 
proporsional dengan kemampuan obyek biaya untuk menanggungnya. 
2.8.Penghasilan, Biaya dan Tarif Pajak Menurut UU PPh 
2.8.1. Penghasilan menurut UU PPh 
Menurut pasal 4 ayat (1) UU PPh yang dimaksud dengan penghasilan adalah 
“…setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 
baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun… .” 
Defenisi penghasilan menurut pasal ini menekankan pada adanya tambahan 
kemampuan ekonomis yang telah direalisasikan, karena jika tidak ada realisasi, maka 
syarat Kewajiban Pajak Objektif tidak terpenuhi, sehingga tidak ada pengenaan pajak. 
Pengertian diterima atau diperoleh dalam istilah perpajakan mempunyai arti 
yang berbeda. Istilah diterima mengacu pada stelsel kas, yaitu penghasilan dalam 
bentuk tunai. Sedangkan istilah diperoleh mengacu pada stelsel akrual. 
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Yang termasuk dalam pengertian penghasilan menurut UU PPh adalah : 
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, 
kecuali ditentukan lain dalam UU ini. 
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 
c. Laba Usaha. 
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 
1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan saham ; 
2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan 
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu 
atau anggota ; 
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha ; 
4) Keuntungan karena harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, 
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus atau derajat, dan badan keagamaan atau badan 
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk 
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak 
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ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya. 
f. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena pengembalian 
utang. 
g. Dividen, dengan danama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi. 
h. Royalty. 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
k. Keuntungan karena pembebasan hutang. 
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
n. Premi asuransi. 
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri 
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang 
iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas anggotanya. 
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
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2.8.2. Biaya Menurut UU PPh 
UU PPh memberikan kriteria biaya usaha yang boleh dan tidak boleh 
dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Menurut pasal 6 ayat 
(1) UU PPh yang dapat dikurangkan sebagai beban/biaya bagi Wajib Pajak dalam 
negeri atau bentuk usaha tetap adalah :  
a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, 
termasuk pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
termasuk uapah, gaji, honorarium, bonus, grafikasi, dan tunjangan yang 
diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, 
biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi 
asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. 
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. 
c. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan. 
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih 
atau memelihara penghasilan. 
e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. 
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f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia. 
g. Biaya Beasiswa, magang, dan pelatihan. 
Sedangkan dalam pasal 9 disebutkan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan 
dalam perhitungan penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 
usaha tetap, yaitu: 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, 
termasuk dividen yang dibayar oleh perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu atau anggota. 
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang 
tertagih untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha 
pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan. 
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asurnasi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 
dihitung sebagai penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan. 
e. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan 
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pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 
Keuangan. 
f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayar kepada pemegang saham 
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b. 
h. Pajak Penghasilan. 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 
Pajak atau orang menjadi tanggungannya. 
j. Gaji yang dibayarkan pada anggota persekutuan, firma atau perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 
k. Sanksi administrasi berupa bunga, dendan dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan dibidang perpajakan. 
2.8.3. Tarif Pajak Menurut UU PPh 
Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak 
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. 
Tarif pajak untuk badan 28% tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010. 
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2.9.Peraturan perpajakan yang berkenaan dengan usaha perusahaan 
2.9.1. Pasal 4 ayat (2) Nomor 36 Tahun 2008 
Selanjutnya disebut UU PPh, yang berbunyi : “atas penghasilan berupa bunga 
deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan 
sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah 
dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lalinnya, pengenaan pajaknya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah 
untuk mengatur sifat pengenaan, atas penghasilan tertentu dalam Peraturan 
Pemerintah, selanjutnya disebut PP. 
Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pasal 4 ayat (2) ini sebagaimana 
tercantum dalam penjelasan UU PPh adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan 
pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak serta menyesuaikan diri 
dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Pengenaan PPh dalam ketentuan ini 
dapat bersifat final dengan pertimbangan dan kemudahan dalam pengenaan dan agar 
tidak menambah beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal 
Pajak. 
2.9.2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 
27 tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan ini ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 1 januari 2009. 
Pelaksanaan pembayaran dan pemungutan serta tata cara pembayarannya diatur lebih 
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lanjut dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.04/1996 dan Nomor 
566/KMK.04/1999 tanggal 27 Desember 1999 dan Surat edaran Direktur Jenderal 
Pajak Nomor SE-23/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996. 
Inti kebijaksanaan ini adalah : 
1. Mewajibkan hak baik orang pribadi maupun badan yang menerima 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk 
membayar PPh. 
2. Besarnya PPh terutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai 
pengalihan., kecuali pengalihan hak atas rumah sederhana, rumah sangat 
sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya 
melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan 
PPh sebesar 2% (dua persen) dan bersifat final. 
3. Bagi Wajib Pajak Badan lainnya dan bagi Wajib Pajak Badan yang usaha 
pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
diluar kegiatan usaha pokoknya, maka PPhnya tidak bersifat final dan 
pembayaran PPh pasal 25 untuk penghasilan tersebut dapat diperhitungkan 
kembali dengan PPh yang terutang untuk tahun Pajak yang bersangkutan. 
4. Jumlah bruto nilai penjualan adalah nilai tertinggi antara nilai berdsarkan akta 
pengalihan hak termasuk bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya 
yang dipenuhi pembeli dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
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tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan, tidak termasuk PPN dan biaya 
notaris atau pejabat yang berwenang menerbitkan akta pengalihan hak 
 
A. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. Baruga Asrinusa 
Development 
Penerapan 
pemungutan PPh 
Final 
Peraturan PPh 
Final 
Mengevaluasi 
kesimpulan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1.Objek Penelitian 
PT. Baruga Asrinusa ini bergerak dalam bidang real estate,pengembangan 
perkotaan (urban developer) yang membangun hunian yang asri dan nyaman yang 
berada di Bukit Baruga. Saat ini PT. Baruga Asrinusa membangun dan mengelola 
lahan seluas 300Ha yang terletak di Antang. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan 
rancangan penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif dimana data yang diperoleh 
berdasarkan hasil penelitian dari PT Baruga Asrinusa khususnya mengenai 
pemungutan PPh yang bersifat final pada perusahaan tersebut. 
Perolehan data dari hasil penelitian, akan dikumpulkan, disusun dan dianalisa 
serta dibandingkan dengan teori yang sudah ada, kemudian diambil suatu kesimpulan 
atas penelitian yang telah dilakukan. 
3.1.Defenisi Operasional Variabel 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendefenisikan variable-variabel 
operasional sebagai berikut : 
a. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008 mengenai pembayaran Pajak 
Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari 
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pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar dari Pajak 
Penghasilan. 
b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1996 mengenai Pajak Penghasilan 
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, taksiran pajak 
penghasilannya dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak 
dalam tahun bersangkutan, dan tidak melakukan penangguhan pajak 
atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan 
keuangan untuk tujuan komersil. 
c. Pendapatan 
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus 
masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 
kontribusi penanaman modal. 
d. Beban 
Beban adalah Penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi 
dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva terjadinya 
kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 
menyangkut pembagian kepada penanam modal. 
e. Pajak yang berifat final 
Dalam hal ini PPh final yang diambil adalah PPh atas usaha pokoknya 
melakukan transaksi penjualan/pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan sebagai barang dagangan yang sesuai dengan Keputusan 
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Menteri Keuangan Nomor 566/KMK.04/1999. PPh bersifat final juga 
berarti pajak yang langsung dipotong dari penghasilan yang tidak 
dapat digunakan sebagai kredit pajak pada akhir tahun. 
3.3.Teknik Pengumpulan Data 
Dalam skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
1. Data Primer, merupakan data yang penulis kumpulkan langsung dari 
perusahaan dengan cara penelitian lapangan (Field Research) yang 
terbagi dalam : 
a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data langsung di lapangan, 
dimana penulis mengamati secara langsung hal-hal yang akan 
diteliti dengan penulisan skripsi ini baik mengenai praktek PPh 
atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, 
serta pencatatan atas pengakuan pendapatannya dan penulis juga 
mengadakan penelitian ke perusahaan untuk memperoleh data 
yang berhubungan dengan judul skripsi yang dipilih penulis. 
b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang bersangkutan untuk membahas masalah-masalah 
yang diteliti sehingga dapat diperoleh data yang memadai. 
c. Pengumpulan data lainnya dengan cara mengumpulkan dokumen-
dokumen perusahaan dan surat keterangan yang mendukung dalam 
penelitian. 
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2. Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis 
dengan melalui penelitian kepustakaan (Library research) yaitu dengan 
mempelajari buku-buku atau literature yang berhubungan dengan 
objek penelitian yang dipilih. Disini penulis berusaha mendapatkan 
data dengan jalan membaca literature yang ada baik berupa teori . 
3. Pokok yang diuraikan kemudian diolah, dianalisa, untuk membuat 
kesimpulan dan saran. 
3.4.Metode Analisis Data 
Setelah diperoleh semua data yang berhubungan dengan permasalahan, maka 
penulis menggunakan metode analisis berikut ini dalam mengolah data yang 
dikumpulkan. Metode analisis data yang digunakan adalah : 
1. Analisis Kuantitatif 
Dalam metode ini data kuantitatif telah diperoleh, dianalisa dengan 
menggunakan perhitungan-perhitungan dan metode-metode penerapan yang 
bisa dinilai dengan satuan tertentu sehingga hubungan antara variabel satu 
dengan yang lainnya bisa dinilai berdasarkan kuantitasnya, yang bertujuan 
agar pembaca dapat menyerap inti dan menginterpretasikan permasalahan 
dengan akurat. Analisis kuantitatif yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Menghitung PPh final oleh Wajib Pajak Badan Real estate. 
b. Menghitung pengakuan pendapatan yang diperoleh. 
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2. Analisis Kualitatif 
Dalam analisis kualitatif akan dianalisa untuk memperoleh masalah 
yang lebih luas dan tidak melihat satuan-satuannya tapi dengan cara 
menginterpretasikan data yang telah dianalisis dan hasil analisis tersebut 
dihubungkan dengan teori yang ada kemudian diambil suatu kesimpulan 
yang logis. 
 
3.  Analisis Deskriptif 
Pajak Penghasilan Final yang dikenakan dengan tarif dan dasar 
pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak 
Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang 
disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang 
akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, 
sehingga PT. Baruga Asrinusa dianggap telah melakukan pelunasan 
kewajiban pajaknya.  
Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak 
Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak 
Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non 
final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas 
pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan 
merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.  
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Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final Di PT. Baruga 
Asrinusa  adalah sebagai berikut:  
 Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan 
dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan 
Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan. 
 Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar 
sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. 
 Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan 
memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final 
tidak dapat dikurangkan 
4. Analisis Komparatif 
Perlakuan PPh-Final di PT. Baruga Asrinusa dibandingkan UU PPh dan SAK. 
PPh-Final Menurut SAK :  
Kewajiban (asset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, 
diakui sebesar jumlah pajak terutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan 
menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah 
secara subtantif berlaku pada tanggal neraca. 
Asset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif 
pajak yang akan berlaku pada saat asset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, 
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yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah 
secara subtantif berlaku pada tanggal neraca. 
Perlakuan PPh-Final Menurut UU PPh : 
Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) 
sampai dengan ayat (7) diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 
(empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 
berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 17 
(1)  Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: 
a. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 
     sebagai berikut 
b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 
sebesar  28% (dua puluh delapan persen). 
(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 
diturunkan  
      menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan   
      Peraturan Pemerintah. 
(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua 
puluh  
        lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 
(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang  
        paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham  
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        yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi  
        persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima 
persen)  
        lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan  
        ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan 
kepada  
        Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10%  
        (sepuluh persen) dan bersifat final. 
(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud 
pada  
        ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat  
     (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),  
      jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah  
      penuh. 
(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri  
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      yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud 
dalam  
      Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak  
      tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang  
      terutang untuk 1 (satu) tahun pajak. 
(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5),  
      tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari. 
(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas  
      penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang 
tidak    
      melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1). 
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BAB IV 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1.GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1.1.Sejarah Berdirinya Perusahaan 
 
 Pembangunan sektor perumahan di kota Makassar khususnya dan Sulawesi 
selatan pada umumnya sedang ramai-ramainya digalakkan, baik oleh masyarakat 
sendiri maupun sejumlah perusahaan lainnya di bidang Real Estate. 
 Perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perumahan pada 
umumnya dituntut untuk dapat memberikan partisipasi aktifnya, dalam 
menyukseskan pembangunan perusahaan juga harus berusaha agar perusahaannya 
berkembang terus-menerus. Mengingat semakin banyaknya perusahaan khususnya 
dibidang perumahan atau real estate dewasa ini yang tumbuh dan mengalami 
perkembangan yang dinamis maka semua aspek perusahaan perlu diatur sedemikian 
rupa agar semua bekerja secara efisien dan efektif dengan begitu tujuan perusahaan 
bisa tercapai. 
 Perlu kebutuhan perumahan tersebut ikut pula dimanfaatkan oleh 
perusahaan yang tergabung dalam Hadji Kalla Group dengan mendirikan perusahaan 
yang khususnya bergerak dalam bidang real estate yaitu: PT. Bumi Sarana Indah. 
Perusahaan ini didirikan hari rabu 27 Mei 1992 dihadapan Ny. Pudji Irawati S.H. 
selaku notaries dengan akte notaries nomor 124 berkedudukan di Makassar tepat di 
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Jalan Urip Sumoharjo No. 28. Aktivitas rancang bangunan dan pemasaran rumah 
toko dimulai pada tahun 1990. 
  Karena PT. Bumi Sarana Indah ini belum disetujui oleh Menteri Kehakiman 
maka pihak perusahaan mengajukan beberapa nama yang disampaikan kepada 
Menteri Kehakiman. Setelah salah satu nama yang diajukan mendapat persetujuan 
Menteri Kehakiman maka dibuatlah akte perubahan yaitu pada hari selasa tanggal 26 
April 1994, sesuai akte pemberian nomor IOI, dihadapan notaries susanto wibowo 
S.H. dengan akte pendirian Nomor 420 dan berdasarkan akte perubahan ini nama PT. 
Bumi Sarana Indah menjadi PT. Baruga Asrinusa Development yang terletak di Jalan 
Raya Baruga Sektor  Mahameru. 
4.1.2.Visi Dan Misi Perusahaan 
 Visi 
 “Menjadi Pengembang Terbaik” 
 Misi 
a. Mengutamakan kejujuran, kebersamaan, keikhlasan, setia dan selalu 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Mengutamakan pelayanan pelanggan dalam kualitas produk dengan 
semangat inovasi serta pelayanan purna jual. 
c. Mengutamakan pemberdayaan sumber daya manusia secara 
berkesinambungan dan terus-menerus agar tercipta sumber daya manusia 
yang berkualitas dan professional serta memiliki integritas yang tinggi 
terhadap perusahaan. 
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d. Menghasilkan laba dan asset yang tinggi perusahaan yang tinggi. 
e. Menjaga lingkungan serta peduli terhadap masyarakat sekitarnya. 
 
4.1.3.Struktur Organisasi Perusahaan 
 
 Sukses atau tidaknya sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan atau 
kerjasama yang baik antara para karyawan dan personil yang ada dalam suatu 
organisasi diperlukan hubungan kerjasama dan pembagian tugas yang ada dalam 
suatu organisasi diperlukan suatu struktur organisasi, sehingga antara suatu pekerjaan 
dan pekerjaan lainnya tidak salin tumpang tindih. Dengan demikian akan terjadi rasa 
tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai profesinya. Selain itu dengan adanya 
struktur organisasi akan dapat mendorong etos kerja yang lebih baik. 
 Susunan struktur organisasi adalah susunan dari pembagian tugas dan 
wewenang didalam suatu organisasi yang memperlihatkan pengaturan tata-tata 
hubungan antara atasan dan bawahan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing 
pelaksana. 
 Organisasi PT. Baruga Asrinusa Development berbentuk line dan staf, 
dimana setiap bagian dalam perusahaan mempertanggung jawabkan kegiatannya 
hanya pada seorang pimpinan. Adapun struktur organisasi pada PT. Baruga Asrinusa 
Development. 
1. Presiden Komisaris 
2. Badan Pemeriksa Intern NV. Hadji Kalla Group 
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3. Dewan Direksi, yang terdiri dari: 
a. Presiden Direktur 
b. Direktur Utama 
c. Direktur Teknik  
 Sedang tugas dan tanggung jawab setiap jenjang dalam organisasi dalam 
perusahaan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
1. Presiden komisaris bertugas : 
  
 Mengawasi Direksi dalam segala aktivitas intern perusahaan. 
 Memberikan saran dan ikut bertanggung jawab atas masalah penentuan 
perusahaan. 
2. Badan Pemeriksa Intern : 
 
 Merupakan suatu badan pemeriksa semua perusahaan yang bernaung 
dalam NV. Hadji Kalla Group memiliki kordinasi dengan presiden komisaris dan 
Presiden Direktur, fungsinya sebagai berikut: 
 Membuat rencana dan realisasi kegiatan secara berkala 
 Membantu dalam hal teknis dan administarsi keuangan, pembukuan dan 
mengadakan pemeriksaan terhadap anak-anak perusahaan. 
 Mengadakan pemeriksaan secara sistematis serta melaporkan simpulan dan 
rekomendasi internal control dan melindungi harta milik perusahaan. 
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 Mengawasi pelaksanaan dari rencana yang telah disusun oleh presiden 
direktur. 
3. Dewan Direksi 
 Dewan Direksi pada perusahaan ini secara umum memiliki tugas dan 
tanggung jawab sebagai berikut : 
 Merencanakan usaha perusahaan 
 Merencanakan strategi pendanaan 
 Menentukan strategi masa depan 
 Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam 
kantor berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, memeriksa dan 
mencocokkan kondisi dan keuangan kas serta mengetahui tindakan yang 
telah dilakukan oleh para manajer dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya. 
4. Presiden Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 
 Memberikan saran dan nasehat mengenai penentuan kebijaksanaan 
perusahaan sebagai tindak lanjut dari statement Dewan Komisaris. 
 Memberikan pengarahan kepada Direktur pelaksana mengenai peraturan 
yang telah digariskan dalam bidang dalam bidang pengelolaan perumahaan, 
pertanahan, keuangan, pemasaran dan perdagangan serta personalia/HRD 
 Memberikan pengarah kepada Direktur teknik dan produksi mengenai 
kebijakan perusahaan dalam bidang teknik, produksi dan perencanaan. 
 Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 
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 Merencanakan pelaksanaan yang telah ditetapkan Dewan Direksi 
dalam memajukan perusahaan 
 Memimpin, membimbing dan mengarahkan serta mengamati pelaksanaan 
tugas-tugas karyawan 
 Berhak dan berwenang dan bertindak atas nama Dewan Direksi 
 Menyajikan informasi mengenai proyek 
 Menangani seluruh pelaksanaan pendanaan dan keuangan perusahaan 
 Melakukan perifikasi seluruh transaksi keuangan dan menyetujuinya untuk 
direalisasikan 
 Bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan pengarahan 
dan melakukan kegiatan perifikasi bidang pemasaran untuk disetujui agar 
dapat direalisasikan. 
4.1.4.Job Description Departemen Perencanaan 
 Manejer Perencanaan 
Dalam hal menjalankan tugasnya, Manejer Perencanaan bertanggung jawab 
langsung ke direktur teknik dan membawahi empat bagian yaitu: 
a. Kepala Bagian Teknik 
 Mempunyai tugas membuat desain teknik terpadu seluruh proyek serta 
perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pembangunan baik akibat revisi 
desain intern maupun renovasi akibat permintaan user melalui departemen pemasaran 
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan direksi proyek baru yang berupa proyek 
perumahan. 
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b. Kepala Bagian Estimasi 
 Kepala Bagian Estimasi mempunyai tugas mengestimasi seluruh biaya 
pekerjaan termasuk biaya pematangan lahan, pembangunan fasilitas umum, fasilitas 
sosial, pembangunan tiap type rumah serta biaya keseluruhan proyek baru. 
c. Kepala Bagian Pelayanan Teknik 
 Mempunyai tugas menerima keluhan user, melalui departemen pemasaran 
kemudian membuat solusi ke departemen PPC, untuk itu kepala bagian pelayanan 
teknik harus mendeteksi sedini mungkin adanya kurang sempurnaan dalam masalah 
perencanaan kemudian member usulan perbaikan, memahami lingkungan kerja 
kontraktor dan jangka waktu pelaksanaan serta masalah pemeliharaannya, maka 
bagian ini membutuhkan tembusan surat perintah kerja, berita acara penyerahan 
rumah dan rencana anggaran biaya tiap kontraktor. 
d. Kepala Bagian Studio Mempunyai tugas : 
1. Desain proyek baru bekerja sama dengan departemen pemasaran mendesain 
seluruh type rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta menentukan sub 
kontraktor untuk pembuatan gambar-gambar perspektif, gambar artistic serta maket-
maket. 
2. Proyek sedang berjalan, bekerja sama dengan bagian teknik mendesain 
perubahan yang terjadi baik akibat revisi desain intern maupun devisi desain akibat 
kehendak user. 
3. Proyek intern group bekerja sama dengan bagian teknik mendesain proyek-
proyek intern Hadji Kalla Group sesuai permintaan pemberi tugas. 
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4.1.5.Job Description Departemen PPC 
 Manejer proyek planning control 
Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung ke direktur teknik 
dan membawahi dua bagian yaitu bagian verifikasi dan bagian verifikasi lapangan. 
Manejer proyek planning control bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya 
sistem pengelolaan dan pengendalian proyek mulai dari proses desain sampai dengan 
pelaksananya. 
 
4.1.6.Job Description Departemen Lansekap 
 Manejer Lansekap 
Membawahi empat bagian perencanaan, bagian pembibitan, bagian pertamanan, 
dan bagian pemeliharaan. 
1. Bagian Perencanaan Landscaping tugasnya meliputi : 
a. Membuat desain atas lahan yang akan dikerjakan 
b. Membuat jenis tanaman sesuai dengan kondisi lahan 
c. Merencanakan letak tanaman, play ground 
d. Menyusun anggaran biaya 
2. Bagian pembibitan tugasnya meliputi : 
a. Mengamati jenis/kondisi tanah yang akan digunakan 
b. Memilih jenis tanaman yang akan dibibitkan 
c. Kordinasi dengan bagian perencanaan dalam rangka mendukung program 
kerja bagian perencanaan. 
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3. Bagian pertamanan tugasnya meliputi : 
a. Kordinasi dengan bagian pembibitan untuk pelaksanaan dan kapan benih 
dapat diangkat untuk mulai ditanam ke lokasi 
b. Kordinasi dengan bagian perencanaan guna melakukan kegiatan pada lokasi 
mana dilakukan penanaman 
c. Mencari rekanan/sub kontraktor untuk mendukung rencana kegiatan 
pemahaman 
 
 
4. Bagian pemeliharaan tugasnya meliputi : 
a. Melaksanakan pembabatan rumput liar agar tidak mengganggu tanaman 
lainnya 
b. Melakukan penggemburan tanah dan melakukan penyiraman secara periodik 
serta melakukan pemupukan 
c. Melakukan usaha dalam rangka melindungi tanaman dan menjalankan usaha 
penggantian tanaman yang mati. 
4.1.7. Job Description Departemen 
 Dalam hal menjalankan tugas manejer pemasaran membawahi empat bagian 
antara lain : 
1. Bagian salesman 
Bagian ini mempunyai tugas membuat rencana kunjungan calon user, 
mengunjungi calon user dan penjual membuat laporan kunjungan membuat surat 
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pesanan atas penjualan melengkapi berkas untuk proses KPR, serta membuat laporan 
tertulis keluhan user. 
2. Bagian penjualan 
 Tugas dari bagian penjualan : 
a. Menciptakan dan menjaga suasana kerja yang harmonis 
b. Membuat laporan hasil penjualan tiap minggu 
c. Membuat rencana pelaksanaan KPR 
d. Melaporkan realisasi KPR 
e. Bertanggung jawab atas kelengkapan berkas KPR 
 
3. Bagian promosi 
a. Merencanakan jadwal promosi 
b. Menciptakan image perusahaan terhadap masyarakat 
c. Menganalisa dampak iklan terhadap perusahaan 
d. Mencari informasi pesaing dalam menggunakan media 
e. Bagian administrasi penjualan 
f. Mengarsipkan data penjualan kelengkapan pemasaran 
g. Menginventarisasi nama dan alamat user 
4. Bagian pelayanan user 
a. Mengarsipkan data penjualan, maka membuat laporan penjualan 
b. Melengkapi data penjualan 
c. Membantu memberikan penjelasan user 
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d. Menjaga dan merapikan kelengkapan pemasaran 
e. Mengiventarisasi nama dan alamat user 
4.1.8.Job Description Bagian Perizinan dan Pembebasan Tanah 
 Manejer perizinan, membawahi dua bagian yang masing-masing mempunyai 
tugas sebagai berikut : 
1. Bagian pembebasan tanah 
a. Mengadakan survey ke lokasi yang masuk ke dalam perencanan perusahaan 
dalam rangka pengembangan/pembangunan proyek baru 
b. Melakukan pendekatan/kordinasi dengan aparat kelurahan/kacamatan untuk 
memperlancar proses administrasi 
c. Mencari informasi tentang keabsahan bukti kepemilikan tanah sebelum 
melakukan transaksi jual beli 
d. Melakukan pengamatan sementara untuk mengatur strategi yang akan 
diterapkan sebelum melakukan pembebasan 
2. Bagian perizinan 
Menyelesaikan persyaratan administrasi yang baru dipenuhi sebelum 
perusahaan melakukan aktivitas 
a. Mengadakan pendekatan kepada aparat badan pertanahan nasional dalam 
rangka mendapat izin lokasi 
b. Melakukan pendekatan ke aparat (walikota, bupati) dalam upaya kemudahan 
memperoleh izin 
c. Membina hubungan antara dengan pihak PLN, PAM, dan Telkom 
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d. Bertanggung jawab atas kelengkapan perizinan untuk operasi 
4.1.9. Job Desription Departemen Trading 
 Manajer trading mempunyai tugas : 
1. Mempersiapkan informasi tentang pekerjaan pengadaan barang 
2. Membina hubungan baik dengan rekanan, pabrikan dari barang yang 
biasanya dikerjakan oleh perusahaan 
3. Membina hubungan baik dengan perbankan guna mengurus dengan pihak 
jasa pengiriman untuk mempercepat pengiriman barang 
4.1.10. Job Description Departemen Keuangan 
 Dalam menjalankan tugasnya direktur keuangan membawahi tiga bagian, 
masing-masing adalah : 
1. Kepala bagian keuangan, yang memiliki tugas : 
a. Memeriksa bukti transaksi yang akan diajukan ke direksi, menyusun 
anggaran pembayaran 
b. Membuat laporan periodik tentang arus kas 
c. Koordinasi dengan bagian pemasaran dalam rangka penyusunan arus kas 
d. Koordinasi dengan semua departemen untuk menyusun anggaran 
pengeluaran kas dalam hubungan dengan rencana pengeluaran (pembayaran) 
yang akan terjadi 
2. Kepala bagian akuntansi, yang memiliki tugas : 
a. Melengkapi bukti transaksi yang akan diajukan direksi 
b. Memeriksa jurnal kas dan menyiapkan buku besar dan buku pembantu 
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c. Menyusun keuangan periodic 
3. Kepala bagian kredit bertugas 
a. Menyusun laporan penjualan tiap tahun 
b. Merekapitulasi pembayaran yang dilakukan user atas penjualan yang 
dilakukan oleh bagian pemasaran 
c. Koordinasi dengan bagian pemasaran tentang angka kredit yang telah 
direalisasi oleh perbankan 
d. Menghitung sisa pembayaran yang seharusnya diselesaikan oleh user 
e. Bertanggung jawab untuk menarik/mengumpulkan kekurangan sisa 
pembayaran atas pembelian rumah user, baik yang dibiayai sendiri ditambah dengan 
pembiayaan dari perbankan. 
 
4.1.11. Job Description Departemen Administrasi Umum Dan Personalia 
 Manajer administrasi umum dan personalia memiliki tugas sebagai berikut : 
1. Memberikan informasi manajer department tentang kebijakan baru 
2. Merencanakan, mengarahkan, dan menkoordinasikan seluruh aktifitas 
sumber daya manusia 
3. Mengembangkan strategi, sarana dan perencanaan, memprogram rencana 
SDM, rekruitmen, training, dan kebijaksanaan personalia 
4. Membuat sistem informasi sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan 
top management 
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5. Meningkatkan hubungan dengan depnaker sehingga perusahaan akan 
memperoleh informasi mengenai ketenagakerjaan peraturan, konsultasi, 
kepersonaliaan, psikotest, dan sebagainya 
6. Menyusun job description tiap-tiap departemen dan bagian yang ada 
didalamnya sehingga tercipta suatu kerangka kerja yang dapat dipakai 
paduan kerjanya.  
4.1.12. Kegiatan Usaha Perusahaan 
 Kegiatan usaha yang utama dari perseroan adalah sebagai pengembang 
perkotaan (Urban developer), yaitu: 
a. Melakukan pengembangan kota (urban development) yang terencana 
dengan segala sarana dan prasarana. 
b. Menyediakan lahan siap bangun bagi konsumen, bila konsumen mau 
membangun sendiri sesuai dengan rencana pengembangan kota. 
c. Membangun kawasan pemukiman (perumahan/apartemen) maupun gedung-
gedung komersil sesuai dengan konsep kota. 
d. Menyediakan jasa yang berkaitan dengan/menunjang pembangunan kota 
tersebut. Dalam menjalankan usahanya, perseroan membeli dan 
membebaskan hak atas lahan atau tanah yang belum dimatangkan dan 
kemudian perseroan melakukan pengembangan untuk menaikkan nilai tanah 
tersebut dengan cara membangun infrastruktur yaitu membangun jalan, 
sistem pembuangan air limbah (sewerage), saluran air hujan (drainage), 
pertamanan serta fasilitas umum lainnya. Untuk menyediakan kebutuhan 
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akan listrik, telepon, dan air, perseroan mendapat dukungan dari PLN 
(Perusahaan Listrik Negara), Telkom serta PDAM (Perusahaan Daerah Air 
Minum). 
 
 
 4.1.13. Deskripsi Perumahan 
 Perseroan dan anak-anak perusahaan selain menjual rumah, juga menjual 
kavlin yang desain rumahnya ditentukan sendiri oleh pemiliknya. Jumlah tipe rumah, 
batasan minimum dan maksimum luas tanah dan luas bangunan (net) untuk tahap 
tertentu dapat dilihat, sebagai berikut: 
 
Tabel 4.1 
Tahap Jumlah Luas Tanah (M2) Luas Bangunan 
I-IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
14 
3 
4 
18 
120-300 
200-300 
144-300 
287-630 
145-750 
70-180 
120-180 
100-180 
208-401 
Sumber: PT. Baruga Asrinusa 
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Dari luas ijin proyek PT. Baruga Asrinusa Development sebesar 300 Hektar 
direncanakan untuk : 
1. Perumahan                                                                         27,6% 
2. Lapangan Golf dan Kolam Renang                                   11,7% 
3. Lahan komersil siap bangun 
(Kondominium, Pertokoan/Ruko, Distrik Perdagangan)         18,0% 
4. Fasilitas Sosial                                                                     4,7% 
5. Sarana dan Prasarana                                                         38,0% 
TOTAL                                                                                  100,0% 
 
4.2. Sistem Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Perusahaan 
 Sistem pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan PT. 
Baruga Asrinusa dalam melakukan transaksi kegiatan adalah sebagai berikut : 
PT. Baruga Asrinusa membayar pajak penghasilan yang terutang di bank persepsi 
atau Kantor Pos dan Giro. Pembayaran tersebut menggunakan Surat Setoran Pajak 
(SSP) Final tersebut dicantumkan : 
1. Nama penerima Penghasilan yaitu PT. Baruga Asrinusa Development 
2. Alamat penerima penghasilan, dalam hal ini PT. Baruga Asrinusa 
Development. Yaitu jl Urip Sumoharjo No.28 Makassar,Indonesia. 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Baruga Asrinusa Development 
87 
 
4. Lokasi tanah dan/atau bangunan perumahan, Lokasi perumahan dari PT. 
Baruga Asrinusa Development berada di Jl Raya Baruga Sektor Mahameru, 
Makassar. 
5. Nama pembeli. 
6. Lembaga SSP Final yang digunakan adalah lembar ke-1 sampai dengan 
lembar ke-5 dengan jenis penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan dengan kode/map dank ode setoran, yaitu : 
Lembar ke-1 untuk  : PT. Baruga Asrinusa 
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN 
Lembar ke-3 untuk : Kantor Pelayanan Pajak 
Lembar ke-4 untuk : Kantor Penerima Pembayaran 
Lembar ke-5 untuk : Wajib Pajak untuk diserahkan ke PPAT 
 Dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan sebelum ada akta, 
keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan selambat-
lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. 
Penyetoran pajak penghasilan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-
lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. 
4.3.Analisis dan Pembahasan 
4. 3.1. PPh Final yang dipungut perusahaan 
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Telah diketahui PT. Baruga Asrinusa sedang mengembangkan kawasan 
perumahan sesuai dengan analisa perhitungan yang telah ditetapkan Pemerintah. 
Berikut ini akan dibahas tentang analisa perhitungan pajak penghasilan atau 
penghasilan dari Penghasilan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan 
karena pengalihan oleh Wajib Pajak Badan Real Estate PT. BarugaAsrinusa sesuai 
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999 dengan Perhitungan Pajak Penghasilan 
sesuai dengan peraturan yang sekarang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 71 
Tahun 2008. 
 Sebelum diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 dan pada PP Nomor 5 Tahun 
2002, bangunan PPh atas penghasilan dari jasa kontruksi dan sewa atas tanah 
dan/atau bangunan diatur dalam Pasal 23 UU PPh. Sejak tahun 1995 penghasilan atas 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek pajak menurut 
Pasal 4 Ayat (1) UU PPh, diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 1999 yang kemudian 
diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2008, dan mulai berlaku tanggal 4 November 
2008. 
 Perubahan yang mendasar dengan adanya pemotongan pajak yang bersifat 
final adalah potongan pajak tersebut dianggap sebagai pembayaran atas pajak 
penghasilan terhutang, sehingga atas potongan tersebut tidak dapat dikreditkan 
kembali dengan PPh Badan tahun yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan 
ketentuan PPh Pasal 23 UU PPh, dimana potongan pajak merupakan pajak yang 
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dibayar dimuka, sehingga atas potongan tersebut dapat diperhitungkan kembali 
dengan PPh Badan Tahun yang bersangkutan. 
 Perubahan lain yang terjadi setelah diterapkan PPh final adalah menyangkut 
besar tarif dan pengenaan pajak. Seperti halnya PPh Pasal 23, tarif PPh final 
menggunakan tarif khusus, namun besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak yang 
berbeda. Perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 
 Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2008, pembayaran pajak atas penghasilan 
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 5% (lima persen) dari 
jumlah bruto. 
Sifat pengenaannya dibedakan menjadi dua, yaitu : 
a. Bagi orang pribadi bersifat final, dan 
b. Bagi Wajib Pajak Badan merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat 
diperhitungkan dengan PPh Badan terhutang untuk tahun yang bersangkutan. 
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2008, sifat pembayaran PPh atas pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan menjadi : 
a. Bagi orang pribadi, yayasan atau orang organisasi yang sejenis, Wajib Pajak 
Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan apabila melakukan pengalihan tersebut dalam kegiatan 
usaha pokoknya, maka pembayaran PPh-nya bersifat final. 
b. Bagi Wajib Pajak Badan lainnya dan bagi Wajib Pajak Badan yang usahanya 
melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar 
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kegiatan usaha pokoknya, pembayaran PPh-nya merupakan pembayaran PPh 
Pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan PPh Badan terutang. 
PP Nomor 71 Tahun 2008 selain mengatur tarif PPh-Final atas pengalihan hak 
atas tanah dan/atau bangunan yang besarnya 5% (lima persen), juga mengadakan 
pengecualian bagi pengalihan hak atas rumah sederhana (RS), rumah sangat 
sederhana (RSS), dan rumah susun sederhana yang dikenakan pajak PPh-final sebesar 
2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan. 
 Dengan demikian, tarif dan dasar pengenaan pajak baik berdasarkan PP 
Nomor 79 Tahun 1999 maupun PP Nomor 71 Tahun 2008 adalah tetap 5% dari 
jumlah bruto nilai pengalihan, kecuali untuk RS, RSS, dan rumah susun sederhana. 
Walaupun adanya pemberlakuan tarif final bertujuan untuk merangsang 
pertumbuhan sektor real estate tetapi pengenaan pajak dengan tarif final ini jelas Jadi 
pada hakekatnya penerapan pajak penghasilan dengan tarif final tidak memenuhi 
azas-azas perpajakan yang adil dan menyimpang dari sistem akuntansi keuangan, 
karena selain dapat merugikan kedua belah pihak, yakni perusahaan atau pemerintah, 
pelaksanaan pajak penghasilan dari nilai bruto pengalihan/penyerahan tidak sesuai 
dengan prinsip pengenaan pajak penghasilan yang mengemukakan bahwa semakin 
tinggi pula pajak terutangnya. Begitu pula sebaliknya semakin rendah penghasilan 
semakin berkurang pengenaan pajak terutangnya (pasal 17 Undang-undang pajak 
penghasilan). 
4.3.2. Analisis Perbandingan antara penerapan PPh Final PT. Baruga Asrinusa 
dengan PP No 71 tahun 2008. 
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 Tarif PPh berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 1999 dan PP Nomor 71 Tahun 
2008 tidak berbeda, yaitu sebesar 5%. Perbedaannya, pada PPh tidak final, 
pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi Wajib Pajak 
Badan merupakan PPh Pasal 25 yang dapat diperhitungkan kembali dengan PPh 
Badan yang terutang pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan pada PPh-final, 
pembayaran PPh tersebut tidak dapat diperhitungkan kembali dengan PPh Badan 
yang terutang. 
 Besarnya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh-Final atas 
usaha realti/developer didasarkan pada uang muka dan pembayaran angsuran dari 
konsumen. Hal ini berbeda dengan PPh tidak Final. Perhitungan PPh tidak final 
didasarkan pada besarnya pendapatan yang diperoleh. Pengakuan pendapatan dari 
penjualan/pengalihan hak atas tanah/atau bangunan pada laporan keuangan PT. 
Baruga Asrinusa adalah sesuai dengan standar akuntansi untuk perusahaan Real 
Estate 
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Tabel 4.3 Perbandingan Perusahaan dan Peraturan Pemerintah 
Uraian Perusahaan PP No. 71/2008 
Objek 
 
 
 
 
Tarif 
 
 
 
Pajak 
terutang 
PT.Baruga Asrinusa 
Development 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
Penghasilan kena 
pajak X Tarif 5% = 
Jumlah Bruto 
Rumah sederhana,rumah susun sederhana, nilai yang 
tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak 
dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan 
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
 
 
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar sendiri 
oleh orang pribadi dan badan atau yang dipotong atau 
dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang 
berwenang sehubungan dengan pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 5% (lima 
persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut.  
Bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, besarnya 
Pajak Penghasilan yang wajib dibayar sendiri adalah 1% 
(satu persen) untuk pengalihan Rumah Sederhana dan 
Rumah Susun Sederhana, dan sebesar 5% (lima persen) 
untuk pengalihan lainnya. 
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4.3.3. Pengaruh Terhadap Laporan Keungan  
Besarnya pajak terutang yang berkaitan dengan transaksi pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan masih dihitung dengan menggunakan ketentuan Pasal 17 
Undang-undang Pajak Penghasilan, namun kemudian dengan keluarnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 pajak terutang dihitung dengan penerapan tarif 
final. 
 Untuk membandingkan hasil perhitungan dari pajak penghasilan terutang PT. 
Baruga Asrinusa dengan penerapan kebijaksanaan keduanya, berikut ini 
perhitungannya sebagai berikut : 
Pada saat penjualan 1 unit  
Kas                      Rp 495.000.000 
                     Penjualan                 Rp 445.500.000  
                     PPN Keluaran          Rp   49.500.000 
Pada saat penerimaan uang muka (20% dari harga jual) dari konsumen,bagian 
akuntansi PT.Baruga Asrinusa sebagai berikut : 
 
Piutang                       Rp 396.000.000 
 Kas/Bank             Rp  99.000.000 
                      Penjualan                 Rp 445.500.000 
                       Hutang PPN            Rp   49.500.000 
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Tarif pajak berdasarkan PPh Final 
445.500.000 X 5% = Rp 22.275.000 
         PPh Final Rp 22.275.000 
 
Penjualan bersih sebanyak 80 unit 
Rp 495.000.000 x 80 Unit Rumah = Rp 39.600.000.000  
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PT. BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT 
LAPORAN LABA RUGI 
PERIODE TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2009 
 
 
 
Penjualan Bersih                                                                        Rp 39 .600.000.000 
Beban Pokok Penjualan                                                                    27.720.000.000 
Laba Kotor                                                                                        11.880.000.000 
Beban Usaha 
- Penjualan                                                                                   792.000.000 
- Umum dan Administrasi                                                        1.584.000.000 
Jumlah Beban Usaha                                                                          2.376.000.000 
Laba Usaha                                                                                         9.504.000.000 
Penghasilan (Beban) Lain-Lain 
- Bagian atas Laba Bersih Perusahaan  
      Penerima Investasi                                                                            - 
- Penghasilan Denda                                                                   225.000.000 
- Sumbangan Kepada Yayasan Dana 
Sejahtera Mandiri                                                                              - 
- Jasa Konstruksi                                                                      1.188.000.000 
Jumlah Penghasilan Lain-Lain Bersih                                               1.413.000.000 
Laba Usaha Sebelum Pajak                                                        Rp 10.917.000.000 
 
 
Sumber : PT. Baruga Asrinusa Development 
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Perbandingan Penggunaan Tarif PPh Final Dengan Menggunakan Tarif Pasal 
17 
 Menggunakan Tarif PPh Final 
39.600.000.000 X 5% =  Rp 1.980.000.000 
 Menggunakan Tarif pasal 17 
            4.800.000.000  X Rp 10.917.000.000  =  Rp 1.323.272.727 
            39.600.000.000 
 
50% X 28% X Rp 1.323.272.727                  =  Rp    185.258.182 
28% X Rp 10.917.000.000 – 1.323.272.727 =  Rp 2.686.243.636 
                                                                           Rp 2.871.501.818 
 Dengan menggunakan perbandingan tarif PPh Final dengan menggunakan 
tarif pasal 17 ternyata dengan menggunakan tarif PPh Final lebih efisien 
dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17 bisa dilihat pajak yang dibayarkan 
jika menggunakan PPh Final adalah Rp 1.980.000.000 sedangkan tarif yang 
digunakan pada pasal 17 jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 
2.871.501.818 lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tarif PPh Final jadi 
PT. Baruga Asrinusa Development lebih efisien menggunakan tarif PPh Final 
daripada menggunakan tarif pasal 17. 
Dengan hasil perbandingan diatas disimpulkan bahwa penggunaan tarif final 
lebih efisien yaitu pajak yang dibayarkan hanya Rp 1.323.272.727 daripada 
penggunaan tarif lama yaitu tarif pasal 17 pajaknya sebesar Rp 2.871.501.818 
97 
 
Pengakuan pendapatan pada perusahaan Real Estate adalah terjadi pada saat 
PT. Baruga Asrinusa menerima pembayaran administrasi, pembayaran uang muka, 
dan pelunasan. Dalam hal ini terutang pajak penghasilan terjadi pada saat pengakuan 
pendapatan, yaitu pada saat penerimaan uang muka. 
Perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan pada PT. Baruga Asrinusa telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2008 yaitu : 
 1% (dua persen) dari jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana. 
 Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah menengah ke atas. Hanya 
saja proses pencatatannya dilakukan secara menyeluruh pada saat pembayaran 
pajak penghasilannya, ini tidak lazim karena seharusnya pada saat penjualan 
dan penerimaan uang muka sampai dengan pelunasan pajak penghasilan 
langsung di catat. 
Perhitungan-perhitungan tersebut membuktikan bahwa PT. Baruga Asrinusa 
mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan. Dengan melihat tersebut tampak bahwa 
untuk pengenaan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-
undang pajak penghasilan, sehingga memenuhi unsur-unsur azas keadilan, kepastian 
hukum dan sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi dan perpajakan. telah mulai 
diterapkannya tarif pajak penghasilan final. 
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Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008, Pajak Penghasilan 
terutang wajib pajak badan termasuk PT. Baruga Asrinusa yang dapat diperhitungkan 
dengan pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008, pengenaan 5% dari bruto nilai pengalihan 
hak dan/atau bangunan benar-benar bersifat final. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1.Kesimpulan 
Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 
lebih lanjut dari permasalahan yang telah dikemukakan yaitu sebagai berikut : 
1. Penerapan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada 
PT. Baruga Asrinusa Development sudah sesuai dengan peraturan pemerintah 
nomor 71 tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan 
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
2.  PT. Baruga Asrinusa ternyata dengan menggunakan tarif PPh Final lebih 
efisien dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17 bisa dilihat pajak 
yang dibayarkan jika menggunakan PPh Final adalah Rp 1.980.000.000 
sedangkan tarif yang digunakan pada pasal 17 jumlah pajak yang harus 
dibayarkan adalah Rp 2.871.501.818 lebih besar dibandingkan dengan 
menggunakan tarif PPh Final. 
 Pengaruh penerapan PPh Final atas laba rugi pada PT. Baruga Asrinusa tidak 
terlalu berpengaruh secara signifikan karena pendapatan perusahaan yang 
besar sehingga pembayaran pajak penghasilan sudah sesuai dengan penerapan 
PPh Final. 
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5.2. Saran 
 
1. Semoga kedepannya PT. Baruga Asrinusa Development selalu menerapkan 
pembayaran pajak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada saat 
itu sehingga mengurangi kesalahan dalam pembayaran pajak penghasilan 
2. Dengan menggunakan tarif pasal 17 ternyata dengan menggunakan tarif PPh 
Final lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17 bisa 
dilihat pajak yang dibayarkan jika menggunakan PPh Final adalah Rp 
1.980.000.000 sedangkan tarif yang digunakan pada pasal 17 jumlah pajak 
yang harus dibayarkan adalah Rp 2.871.501.818 lebih besar dibandingkan 
dengan menggunakan tarif PPh Final jadi PT. Baruga Asrinusa Development 
lebih efisien menggunakan tarif PPh Final daripada menggunakan tarif pasal 
17. 
Pada PT. Baruga Asrinusa Development dengan penghasilan yang besar 
dalam penjualan propertinya sehingga pengaruh PPh Final atas laba ruginya 
tidak terlalu berpengaruh ke laba rugi perusahaan.  
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 71 TAHUN 2008 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 
48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN 
ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK 
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan 
dan kesederhanaan dalam menghitung Pajak 
Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan, serta mendukung program 
pengadaan Rumah Sederhana dan Rumah Susun 
Sederhana, perlu mengatur kembali ketentuan 
mengenai pembayaran Pajak Penghasilan atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; 
Mengingat ... 
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- 2 - 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4893); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang 
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang 
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3891); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS 
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH 
DAN/ATAU BANGUNAN. 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
dengan Peraturan Pemerintah: 
 
- 3 – 
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a. Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang 
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3634); 
b. Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang 
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3891); 
diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, dan ditambah 2 
(dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 4 
(1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat 
(1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah 
bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas 
Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha 
pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan 
sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai 
pengalihan. 
(2) Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai 
berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai 
Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan, kecuali : 
a. dalam ... 
- 4 - 
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a. dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah 
adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat 
yang bersangkutan; 
b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan 
peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 
189 dengan segala perubahannya) adalah nilai 
menurut risalah lelang tersebut. 
(3) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak 
menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang 
bersangkutan atau dalam hal Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah 
Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak 
sebelumnya. 
(4) Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum 
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, 
maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah 
Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan 
yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah 
kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan 
yang bersangkutan berada. 
(5) Rumah Sederhana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas Rumah Sederhana Sehat dan 
Rumah Inti Tumbuh, yang mendapat fasilitas 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(6) Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah bangunan bertingkat yang 
dibangun dalam suatu lingkungan yang 
dipergunakan sebagai tempat hunian yang 
dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu 
dengan unit hunian maupun terpisah dengan 
penggunaan komunal termasuk Rumah Susun 
Sederhana Milik, yang mendapat fasilitas 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Ketentuan ... 
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2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut: 
Pasal 5 
Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau 
pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah: 
a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di 
bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang 
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya 
kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecahpecah; 
b. orang pribadi atau badan yang menerima atau 
memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
huruf c; 
c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah 
dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada 
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang 
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah 
tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara 
pihak-pihak yang bersangkutan; 
d. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada badan 
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 
termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak 
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak 
yang bersangkutan; atau 
e. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
karena warisan. 
3. Pasal 6 ... 
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3. Pasal 6 dihapus. 
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, 
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 8 
(1) Bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, 
pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat final. 
(2) Dihapus. 
Pasal II 
1. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, 
terhadap Wajib Pajak badan, termasuk koperasi, yang 
usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak 
atas tanah dan/atau bangunan, apabila: 
a. melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009 dan 
atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan 
akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau 
risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan 
b. penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilaporkan dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak 
Penghasilan atas penghasilan tersebut telah 
dilunasi, 
pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang 
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan. 
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
1 Januari 2009. 
Agar ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
 
pada tanggal 4 November 2008 
 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd 
 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 November 2008 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 
ANDI MATTALATTA 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 164 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Perekonomian dan Industri, 
SETIO SAPTO NUGROHO 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 71 TAHUN 2008 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 
48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN 
ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK 
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 
I. UMUM 
Cara pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikaitkan dengan saat 
penandatanganan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan 
pengalihan hak oleh notaris atau pejabat yang berwenang, atau 
mengaitkan dengan pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan 
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atau pejabat pemerintah yang melakukan pembayaran ternyata telah 
meningkatkan kepatuhan bagi orang pribadi atau badan yang 
melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Untuk lebih memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam 
menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak 
atas tanah dan/atau bangunan, dipandang perlu mengubah ketentuan 
pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak 
atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999, 
yang semula bersifat tidak final menjadi bersifat final bagi Wajib Pajak 
badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan serta dalam rangka mendukung program 
pengadaan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana perlu 
diberikan tarif yang lebih rendah untuk pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun 
Sederhana. 
II. PASAL ... 
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II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Angka 1 
Pasal 4 
Ayat (1) 
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar 
sendiri oleh orang pribadi dan badan atau yang 
dipotong atau dipungut oleh bendaharawan atau 
pejabat yang berwenang sehubungan dengan 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto 
nilai pengalihan tersebut. 
Bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, 
besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar 
sendiri adalah 1% (satu persen) untuk pengalihan 
Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana, 
dan sebesar 5% (lima persen) untuk pengalihan 
lainnya. 
Ayat (2) 
Besarnya nilai pengalihan sebagai dasar perhitungan 
besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar 
sendiri oleh orang pribadi atau badan, atau 
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dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang 
berwenang, adalah nilai yang tertinggi antara nilai 
menurut akta dengan nilai menurut Nilai Jual Objek 
Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan 
Bangunan atas tanah dan/atau bangunan yang 
bersangkutan dalam tahun pajak terjadinya 
pengalihan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
memperoleh nilai yang paling mendekati nilai yang 
sebenarnya. 
Dalam hal pengalihan kepada Pemerintah, maka 
besarnya nilai pengalihan adalah berdasarkan nilai 
yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) ... 
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Ayat (4) 
Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum 
terdaftar, maka untuk memperoleh besarnya Nilai 
Jual Objek Pajak, orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengalihan wajib meminta surat 
keterangan mengenai besarnya Nilai Jual Objek 
Pajak atas tanah dan/atau bangunan untuk tahun 
pajak yang bersangkutan kepada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi lokasi 
tanah dan/atau bangunan tersebut berada. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Angka 2 
Pasal 5 
Pada dasarnya semua pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), namun 
untuk keadilan diberikan pengecualian dari pembayaran 
atau pemungutan Pajak Penghasilan. 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Orang pribadi atau badan yang menerima atau 
memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah 
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dengan pembayaran ganti rugi yang akan digunakan 
untuk kepentingan umum yang memerlukan 
persyaratan khusus, yaitu jalan umum, saluran 
pembuangan air, waduk, bendungan, saluran irigasi, 
pelabuhan laut, bandar udara dan fasilitas 
keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan 
bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, serta 
fasilitas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Lokasi ... 
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Lokasi pembangunan sarana kepentingan umum 
tersebut memerlukan persyaratan khusus misalnya 
untuk pelabuhan laut diperlukan tanah tertentu 
untuk memenuhi persyaratan sebagai pelabuhan 
seperti kedalaman laut, arus laut, pendangkalan dan 
lain sebagainya. 
Huruf c 
Apabila orang pribadi melakukan pengalihan hak 
atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah 
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan, 
badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
d angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka 
keuntungan karena pengalihan tersebut bukan 
merupakan Objek Pajak dan tidak terutang Pajak 
Penghasilan. Termasuk dalam pengertian hibah 
adalah wakaf. 
Huruf d 
Apabila badan melakukan pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah 
kepada badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau 
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orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan 
kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, 
atau penguasaan antara pihak-pihak yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka 
keuntungan karena pengalihan tersebut bukan 
merupakan Objek Pajak dan tidak terutang Pajak 
Penghasilan. Termasuk dalam pengertian hibah 
adalah wakaf. 
Huruf e ... 
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Huruf e 
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
karena warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 36 Tahun 2008, bukan merupakan 
Objek Pajak. 
Angka 3 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
Angka 4 
Pasal 8 
Ayat (1) 
Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bersifat 
final bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib 
Pajak badan tanpa melihat jenis usaha atau kegiatan 
yang dilakukan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal II 
Cukup jelas. 
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